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perilaku yang umum di masyarakat. Selain faktor manusia, juga ada 
faktor kebijakan dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang 
kurang berkembang, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 
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PROLOG 
 
 

Dua konstelasi penting kekiniaan di tingkat global turut 
menjembatani penyampaian pesan signifikansi kebutuhan 
pengelolaan sampah secara sungguh-sungguh. Isu perubahan iklim 
dan pembangunan berkelanjutan adalah konstelasi pertama yang 
perlu dicatat di sini. Isu ini memiliki relasi yang kuat dengan 
tuntutan pengarusutamaan global governance untuk memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 
setiap negara. Tentu saja pemenuhan kewajiban ini tetap tunduk 
pada kapasitas setiap negara—prinsip common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities—atas mandat Pasal 3 
traktat UNFCCC yang dihasilkan Konferensi PBB tentang Lingkungan 
dan Pembangunan (UNCED) atau dikenal sebagai KTT Bumi, Rio de 
Janeiro, Brazil, 1992. Sebagai negara pihak, Pemerintah Indonesia 
menjadi bagian penting pemenuhan kewajiban ini. Merujuk mandat 
UU No. 16 Tahun 2016 dan kelembagaan Nationally Determined 
Contribution (NDC), pemerintah mengikatkan komitmen politik dan 
legal penurunan emisi secara ambisius sampai 2030. Sebagai satu 
instrumen dalam kerangka NDC, kebutuhan pengelolaan sampah 
secara terpadu dan inklusif dari hulu sampai hilir mendapatkan 
cantolan kuat secara legal-politis dan teknokratis.  

Tidak berlebihan kiranya, menilai skenario baseline tanpa 
intervensi (business as usual), tingkat emisi GRK dari sampah 
sebesar 88 juta ton setara karbon (MtCO2e) pada tahun 2010 dipatok 
menjadi 296 MtCO2e pada tahun 2030. Intervensi kebijakan untuk 
penurunan sebesar 31,89% dan 43,20%, tingkat emisi masing-
masing dipatok sebesar 256 MtCO2e dan 253 MtCO2e atau setara 40 
MtCO2e dan 43,5 MtCO2e (Pemerintah Indonesia, 2022). Sebagai 
instrumen pencapaian target nasional yang sifatnya mandatoris, misi 
ini tentu saja menjadi sama strategisnya dengan instrumen penting 
lainnya—sektor kehutanan dan alih lahan, energi, pertanian, serta 
proses industri dan penggunaan produk. 
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Isu pengarusutamaan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi 
sirkuler merefleksikan konstelasi penting kekinian kedua. Dalam isu 
pengelolaan sampah, kontekstualisasi pengarusutamaan ini memiliki 
relevansi yang kuat. Secara empiris dan teknokratis, data tahun 
2022 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Indonesia mencapai 
34.303.208,7 ton/tahun (https://sipsn.klhk.go.id/sipsn). Dari 
jumlah ini, yang terkelola baru mencapai 64% (21.940.580,4) dan 
sisanya 36% (12.362.628,3) belum terkelola. Gambaran sebanding 
terjadi pada sampah plastik dan elektronik. Data Global E-Waste 
Monitor (2020) menunjukan bahwa sampai tahun 2019, Indonesia 
menjadi penyumbang sampah elektronik tertinggi di Asia Tenggara 
dan sepuluh tertinggi di dunia, mencapai 1,6 kiloton. Studi Forti et al. 
(2020) menunjukkan bahwa sampah elektronik menyumbang 
setidaknya 2,5 ton/tahun dan sekaligus memposisikannya sebagai 
penyumbang dengan tingkat pertumbuhan tercepat di semua 
kawasan dunia. Ironisnya, tingkat pengumpulan dan daur ulangnya 
baru mencapai 17,4% atau setara 9,3 ton sampai tahun 2019 (Forti 
et al.; 2020; Ghimire & Ariya; 2020; WEF, 2019).  

Tantangan yang sama terjadi pada sampah plastik. Upaya 
pemaksaan struktural bagi produsen untuk mengurangi volume 
sampah ini berbasis produk, kemasan produk, dan/atau wadah 
sebesar 30% sampai tahun 2029 merefleksikan penegasan ini. 
Gambaran ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan sampah secara 
terpadu dan inklusif menjadi pilihan strategis. Menuju ke sana, 
pengarusutamaan prinsip-prinsip dan praktik sirkularitas untuk 
menstimulasi manfaat sosio-ekonomis dan lingkungan ditemukan.  

Secara politis, konteks pengarusutamaan prinsip-prinsip dan 
praktik ekonomi sirkuler dalam isu pengelolaan sampah ini dapat 
diteropong dari mendesaknya implementasi kerangka hukum dan 
kelembagaan teknis, untuk menyebut satu kasus misalnya, Permen 
LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh 
Produsen. Isu pengarusutamaan prinsip-prinsip dan praktik ini 
khususnya bagi sampah rumah tangga, plastik, dan sampah 
elektronik memiliki relevansi kuat secara kekinian. Di level global, 
signifikansi pengarusutamaan tersebut tentu mendapatkan landasan 
empiris. Sebuah studi menegaskan tingkat ketimpangan sirkularitas 
mencapai 90,4% sampai 2020 (The Circular Economy, 2022).  
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Merujuk Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2019-
2024, prioritas nasional pertama dan keenam secara spesifik 
memiliki relasi dengan kebutuhan pengelolaan sampah secara 
terpadu dan inklusif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 
dan memperkuat pendekatan pembangunan rendah karbon. Relasi 
fungsional politik pembangunan rendah karbon dengan kuatnya 
kebutuhan pola pengelolaan sampah seperti ini misalnya, dapat 
diidentifikasi dari keputusan pemerintah untuk menginisiasi 
kebijakan ekonomi sirkuler pada lima sektor prioritas, yakni 
makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan eceran dan 
borongan, serta perlengkapan elektronik sampai 2024 (Indonesia. 
Kementerian PPN/Bappenas, 2022). 

Mengkontekstualisasikan paparan pembuka prolog ini dengan 
segenap persoalan pengelolaan sampah di Indonesia turut 
memperkuat relevansi tematik semua kajian yang diangkat dalam 
buku bunga rampai ini. Sejumlah isu penting terkait diskursus 
kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sampah yang secara 
normatif bermuara pada UU No. 18 Tahun 2008 dan ke arah mana 
politik legislasi Prolegnas DPR RI 2020-2024 tentang sampah 
seharusnya menyasar akan semakin memperkaya khasanah 
diskursus isu ini. Hal terpenting secara spesifik, relevansi 
tematiknya tentu saja juga harus ditempatkan pada konteks 
pencapaian khitah kelembagaan untuk semakin memperkuat 
dukungan substantif bagi lembaga di mana para penulis bernaung. 

Analog dengan adagium ‘The proof of the pudding is the eating” 
tentu saja kita perlu menghantarkan secara singkat isi setiap kajian 
buku yang mengusung tajuk besar: “Pengelolaan Sampah Nasional: 
Kebijakan, Implementasi, dan Revisi Undang-Undang”. Sebagai 
diskursus opsi framework pengelolaan sampah secara umum, artikel 
berjudul “UU Pengelolaan Sampah dan Implementasinya dalam 
Perspektif Integrated Sustainable Waste Management (ISWM)” 
mengawali isi buku ini. Sebagai pendekatan kelembagaan statutory 
tentu saja perspektif ini memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan 
yuridis yang kuat. Lagi-lagi, dalam konteks pengelolaan sampah 
tentu karena masih tingginya ketimpangan antara volume sampah 
yang dihasilkan dengan terbatasnya kapasitas penanganannya di 
lapangan. Konteks derajat dukungan politik, teknologi, pendanaan, 
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dan partisipasi tentu saja menjadi isu yang secara normatif terus 
menggelayut dalam kasus ini. Secara site-specific, konteks eksistensi 
skema katup pengaman sosio-ekonomis masyarakat, fenomena 
pemulung misalnya, juga turut menambah kompleksitas persoalan 
dan pada akhirnya memberikan tantangan tersendiri bagi 
pemerintah. Akibatnya, dengan satu contoh rujukan empiris di TPA 
Regional Piyungan, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, fenomena yang 
sarat persoalan sosio-ekonomi dan ekologis ini terus menggelayut. 
Dipastikan, hampir sebagian besar kota-kota di Indonesia 
mengalami masalah yang sama. Beragam jenis sampah, didominasi 
sampah plastik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah 
sampah, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya lahan TPA 
diidentifikasi menjadi akar persoalan yang sifatnya déjà vue secara 
nasional.  

Merujuk laporan Bank Dunia, The Atlas of Sustainable 
Development Goals 2023, Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta 
ton sampah pada 2020. Menurut studi Prayoga (2023), angka ini 
menempatkan Indonesia sebagai penghasil sampah terbesar ke-5 
dunia—Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Brazil. Pendek kata, 
permasalahan pengelolaan sampah di perkotaan merupakan 
masalah utama yang dihadapi semua negara. Merujuk studi Manaf et 
al. (2009) dan Refee et al. (2008), derajat dan sensitivitas persoalan 
ini menjadi semakin intens di negara-negara berkembang akibat 
tekanan urbanisasi dan industrialisasi, serta konteks politik dan 
sosio-kultural. Pendekatan pengelolaan yang kurang terintegratif 
antar-sistem juga dinilai menjadi faktor lain persoalan ini. 

Merujuk sejumlah laporan, perilaku masyarakat dan aspek 
tata kelola menjadi isu sentral di Indonesia. Bagi Schele dan Yulianto 
(2020) misalnya, penyebab utama masalah sampah adalah 
banyaknya masyarakat yang masih membakar, mengubur, dan 
membuang sampah ke sungai. Sementara itu, hasil studi World 
Economic Forum (2020), aspek tata kelola merujuk pada kurangnya 
pengetahuan teknis, lemahnya penegakkan hukum, dan persoalan 
pendanaan. Situasi ini tentu paradoksal karena Indonesia telah 
memiliki kerangka hukum dan kelembagaan pengelolaan sampah 
dengan pendekatan holistik. Dua aspek utama pendekatan ini 
misalnya, pengaturan tentang pengurangan dan penanganan 
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sampah. Pengurangan dilakukan dengan kegiatan 3R (reduce, reuse, 
recycle) dan penanganan sampah melalui pengumpulan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dalam bentuk 
pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan ke media 
lingkungan secara aman.  

Dalam konteks persoalan ini, fokus kajian pengelolaan sampah 
dalam kelembagaan ISWM menawarkan opsi yang secara akademis 
dan praksis sebagai bagian penting penerapan paham pembangunan 
berkelanjutan. Me-refresh rujukan World Commision on Environment 
and Development (1987) dan Laporan Brundtland (WCED, 1987), 
tiga aspek penting paham ini—ekonomi, sosial, dan lingkungan—
sebagai entitas yang berjalin berkelindan sehingga setiap kegiatan 
pembangunan diarahkan dapat mencapai manfaat ekonomi, 
kesejahteraan sosial , dan minimalisasi dampaknya vis-à-vis 
lingkungan.  

 Merujuk Klundert dan Anschutz (2002), ISWM merupakan 
konsep pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan 
mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu stakeholders, sistem 
pengelolaan sampah, dan aspek penunjang. Dimensi stakeholders 
meliputi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam 
pengelolaan sampah baik publik maupun privat. Dimensi sistem 
pengelolaan sampah mencakup kegiatan pengumpulan sampah, 
pemilahan, pengangkutan, pengurangan sampah (reduce), 
pemakaian kembali sampah (reuse), pendauran ulang sampah 
(recycle), pemulihan, dan pembuangan sampah di TPA. Terakhir, 
dimensi penunjang mencakup aspek teknis, lingkungan, pendanaan, 
sosio-kultural, kelembagaan dan politik.  

 Diteropong dengan pendekatan ISWM, UU Pengelolaan 
Sampah sudah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sampah 
yang berkelanjutan yang terintegrasi. Persoalan klasik lemahnya 
implementasi adalah kata kunci masih saratnya persoalan 
pengelolaan sampah selama ini. Hal ini tentu saja memiliki relasi 
yang kuat dengan isu kemauan politik.  Sejumlah indikator penting, 
untuk menyebut sebagian, seperti dukungan anggaran dan kerangka 
regulasi pendukung, berikut penegakannya hukum merefleksikan 
isu kemauan politik tersebut.  
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Tulisan kedua, bertajuk “Pengelolaan Sampah dalam 
Perspektif Green Policy” mengulas isu pengelolaan sampah di 
Indonesia dalam perspektif kebijakan hijau. Dalam dimensi yang 
lebih terukur, kajian tematik yang bertalian erat dengan isu 
pembangunan rendah karbon ini juga akan melihat sejauh mana 
perspektif kebijakan ini menjadi opsi viable untuk menopang 
pencapaian pengelolaan sampah dalam kerangka hukum dan 
kelembagaan nasional yang ada. 

Sebagaimana diketahui pemerintah telah menetapkan target 
ambisius pengurangan sampah mencapai 70% pada tahun 2029. 
Namun demikian, pengelolaan target ini menjadi tantangan yang 
harus diberikan bobot keberpihakkan politik yang kuat dan terukur. 
Laporan National Plastic Action Partnership dan KLHK terbaru 
menunjukkan bahwa  kira-kira baru 39%–54% sampah di Indonesia 
yang terkelola dengan baik. Implikasinya, dapat dipahami jika 30–40 
juta ton sampah, 3–4 juta ton di antaranya sampah plastik, telah 
mencemari lingkungan setiap tahun. Selain itu, ketersediaan fasilitas 
Tempat Pengolahan Sampah ‘Reduce, Reuse, Recycle’ (TPS3R) dan 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hanya menyisakan 
kira-kira 55% TPS3R dan 59% TPST dengan status masih aktif. 
Demikian pula Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saniter dan 
terkendali. Setiap tahun TPA ini berubah fungsi menjadi fasilitas 
open dumping. Merujuk studi Systemiq, menegaskan bahwa akar 
penyebab dari fenomena ini tertuju pada dua tantangan utama—tata 
kelola dan pendanaan.  

Pendekatan green policy sebagai satu instrumen desain 
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mendasarkan pada teori 
politik hijau ini terus menjadi mainstream bersamaan dengan 
semakin kuatnya tantangan isu lingkungan hidup. Dengan demikian, 
sebagai bagian penting isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah 
dapat didekati dengan perspektif ini. Menurut Infoscipeda, green 
policy dapat dirumuskan sebagai strategi yang terlembagakan dalam 
setiap organisasi untuk mengelola segenap arah respons dan 
tindakan atas isu-isu lingkungan, berikut keperluan dan pendekatan 
lain untuk tetap dapat memenuhi aturan yang ditetapkan. 
Pemerintah tentu saja telah berinisiatif mengembangkan program 
yang berbasis pada perspektif ini, yang untuk sebagian diarahkan 
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untuk menopang pencapaian target-target Sustainable Development 
Goals (SDGs). Didukung dengan penguatan peran seluruh pemangku 
kepentingan, pelembagaan pendekatan green policy tentu saja 
diarahkan untuk mencapai target-target pengelolaan sampah secara 
terpadu dan inklusif atau holistik dalam konsepsi lain. Dalam 
konteks pengarusutamaan pendekatan sirkularitas, pola pengelolaan 
sampah seperti ini tentu saja diharapkan dapat semakin mendorong 
tingkat pengurangan emisi, manfaat ekonomis, dan penciptaan 
lapangan kerja hijau.  

Secara kelembagaan, perspektif kebijakan hijau ini telah 
terakomodasi ke dalam strategi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) 
sebagai instrumen pengurangan sampah, pemanfaatan kembali 
sampah, dan diakhiri dengan proses daur ulang.  Sebagai model 
bisnis pengelolaan sampah yang sifatnya holistik, penguatan 
implementasinya di tingkat akar rumput misalnya, akan semakin 
memperkuat tujuan pengelolaan, khususnya, sampah rumah tangga.  
Tentu saja penilaian ini bukan tanpa dasar. Sebagaimana telah 
disinggung bahwa data komposisi sampah terbesar masih 
didominasi sampah rumah tangga dalam bentuk sampah basah atau 
organik. Dengan demikian, secara umum dengan upaya pengelolaan 
terpadu, potensi nilai ekonomi dan manfaat ekologis dapat 
diidentifikasi. Secara best practices, pemanfaatan sampah jenis ini 
sebagai pupuk organik melalui proses pengomposan mampu men-
generate potensi nilai ekonomis dan yang tidak kalah pentingnya 
menopang kelestarian lingkungan.  

Sebagai sebuah model yang rintisannya berbasis akar rumput 
di tingkat komunal, pendekatan green policy dalam pengelolaan 
sampah tentu saja mensyaratkan adanya partisipasi aktif 
masyarakat, khususnya di wilayah urban. Pada umumnya 
pengelolaan sampah dengan basis komunal, dimulai dari tahap 
rumah tangga, kemudian timbunan awal atau sementara sudah 
harus mulai dipilah sebagai prasyarat penting untuk mengurangi 
tingkat timbunan sampah di lini akhir. Secara sosio-empiris 
masyarakat kita, program green policy atau pro-green, misalnya, 
dapat diidentifikasi dari internalisasi nilai-nilai baru dalam kegiatan 
bersih lingkungan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai baru tersebut 
misalnya, dapat dilakukan dengan merintis kegiatan yang tidak 
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hanya ‘kumpulkan dan buang sampah’ tetapi juga mengurangi 
tingkat timbulan sampah melalui praktik-praktik pemilahan dan 
daur ulang sampah secara mandiri. 

Tulisan ketiga, bertajuk “Tantangan Pengelolaan Sampah 
Elektronik di Indonesia melalui Prinsip Tanggung Jawab Produsen 
yang Diperluas (EPR)”, menyoroti persoalan pengelolaan sampah 
elektronik yang lagi-lagi pada konteks nasional juga menjadi objek 
diskursus akademik dan kebijakan menarik secara kekinian. 
Walhasil, meskipun pengelolaan sampah elektronik belum diatur 
secara khusus, kerangka kebijakan dan kelembagaan pengelolaan 
sampah secara umum telah menyasar sampah ini. Secara praksis, 
konteks pengaturan tanggung jawab badan usaha sebagai aktor 
penting penghasil sampah (UU No. 18 Tahun 2008), pengelolaan 
sampah kategori spesifik (PP No. 27 Tahun 2020), dan relasinya 
dengan limbah berbahaya dan beracun (PP No. 101 Tahun 2014) 
merefleksikan kerangka tersebut. Dengan demikian, pendekatan 
EPR sebagai instrumen hukum pengelolaan sampah elektronik 
bernilai strategis setidaknya karena pertama, fenomena timbulannya 
yang besar secara nasional dan global, dan kedua, kentalnya unsur 
B3—e.g., merkuri, timbal, kadmium, nikel, dan senyawa organik 
berbahaya lainnya. Di sinilah angle kekuatan pendekatan ini sebagai 
pisau analisis untuk mengukur sejauh mana peluang 
implementasinya secara nasional ditemukan.  

Sebagaimana telah disinggung, tren peningkatan jumlah 
sampah elektronik terus mengalami kenaikan signifikan di hampir 
semua wilayah secara global (Forti et al., 2020; Ghimire & Ariya, 
2020; WEF, 2019). Tren yang sama tidak terkecuali terjadi di 
Indonesia. Dengan demikian, secara kekinian, isu ini akan 
memposisikan diri sebagai sumber persoalan luar biasa, setidaknya 
dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan sirkularitas. 
Implikasinya, pendekatan penyelesaiannya pun harus konkordan. 
Tentu saja, penerapannya tidak berdiri di ruang kosong seiring 
dengan derajat tantangan dan konteks lanskap sosio-ekonomi dan 
politik setiap negara. Data Global E-Waste Monitor (2020) 
menunjukan Indonesia menghasilkan 1.618 kiloton sampah 
elektronik dan menempatkannya sebagai produsen tertinggi di Asia 
Tenggara sampai 2019. Yang mengejutkan, Indonesia ada di deretan 
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sepuluh negara penghasil sampah elektronik tertinggi di dunia. 
Dengan demikian, sukses dalam penanganan isu sampah ini dapat 
memenuhi dua tujuan normatif sekaligus secara nasional dan global. 

Pendekatan EPR dipahami sebagai satu prinsip pemberlakuan 
tanggung jawab produsen di seluruh siklus hidup suatu produk, 
termasuk pada tahap pasca-konsumsi dan pembuangan akhir 
(Akenji et al., 2011; OECD, 2001). Melalui penerapan EPR, produsen 
bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari produk yang 
dihasilkan untuk mengurangi beban pengelolaan, jumlah sampah di 
pembuangan akhir, dan meningkatkan tingkat daur ulang (OECD, 
2016). Dua karakteristik dasar kelembagaan EPR: skema pergeseran 
tanggung jawab—secara fisik dan/atau ekonomi, baik secara penuh 
maupun sebagian—ke produsen dan skema insentif bagi produsen 
yang aware aspek lingkungan dalam desain produk (OECD, 2001). 
Instrumen kebijakan yang digunakan juga beragam: mengambil 
kembali produk setelah masa pakai, pemberlakuan target daur 
ulang, pengenaan pajak, pemberian subsidi, dan upaya pemaksaan 
struktural lainnya.  Analisis komparatif (Gupt & Sahay, 2015) di 
sejumlah negara menunjukkan setidaknya terdapat tiga aspek 
penting kesuksesan EPR, yakni regulasi, mekanisme pengembalian 
produk (takeback) dan pengumpulan sampah, dan aspek alur 
finansial untuk membiayai proses pengumpulan sampah. Aspek lain, 
khususnya bagi negara-negara berkembang, adalah rezim global 
ekspor dan impor sampah.  

Derajat persoalan pengelolaan sampah ini semakin kentara 
jika diteropong dari sisi implementasinya di lapangan. Lagi-lagi, 
persoalan tata kelola masih menggelayut. Seperti halnya terjadi di 
negara-negara berkembang, persebaran sampah elektronik yang 
bersifat porous akibat lebih banyaknya keterlibatan sektor informal 
mencerminkan tantangan pertama dalam kasus ini. Akibatnya, 
penarikan dan pengumpulan kembali sampah elektronik juga 
menjadi isu yang sulit dikelola. Bauran perilaku konsumen yang 
kurang kondusif dan keterlibatan sektor informal semakin menekan 
persoalan ini meskipun pola ini menjadi fenomena yang paling layak 
secara teknis dan ekonomis. Infrastruktur yang belum memadai dan 
belum terciptanya insentif dan disinsentif bagi konsumen juga 
menjadi alasan masih dominannya pengelolaan sampah elektronik 
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secara informal. Last but not least, tantangan lain mencakup 
konstelasi pergerakan transnasional sampah elektronik yang masih 
sulit dideteksi dengan rezim pengawasan internal.  

Tulisan keempat, bertajuk “Pentingnya Keterlibatan 
Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah”. Seperti halnya ulasan bab-
bab sebelumnya, tulisan ini mengawali ulasannya dari persoalan 
semakin tidak terkelolanya sampah secara global. Merujuk data 
ScienceMag misalnya, menunjukkan bahwa jumlah produksi sampah 
plastik secara global terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 
1950 produksi sampah dunia mencapai 2 juta ton/tahun, pada tahun 
2015 jumlahnya mencapai 381 juta ton/tahun. Angka itu belum 
termasuk sampah bukan plastik lainnya. Studi Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menemukan 
bahwa volume sampah di kota-kota besar dunia mencapai 1,3 miliar 
ton/tahun dan diprediksi akan menjadi 2,2 miliar ton/tahun pada 
tahun 2025. 

Pasca-Leuwigajah persoalan sampah semakin menjadi 
polemik dan diskursus akademik dan kebijakan yang seksi. Jumlah 
dan jenis sampah terus bertambah seiring dinamika demografis dan 
gaya hidup. Malangnya, pengelolaannya masih tertinggal jauh. Data 
menunjukkan produksi sampah dan timbunan mencapai 67,8 juta 
ton/tahun—sampah organik mendominasi. Pada tahun 2021, Jawa 
Tengah menempati posisi teratas jumlah timbunan sebesar 3,17 juta 
ton, disusul Jawa timur, 2,63 juta ton, DKI Jakarta, 2,59 juta ton, 
Sumatera Utara, 1,23 juta ton, Banten, 1,07 juta ton, dan Sumatera 
Selatan, 1,06 juta ton.   

Peta persoalan masih tingginya kesenjangan antara daya 
tampung dan tingginya produksi sampah semakin merefleksikan 
pentingnya pendekatan yang tidak business as usual. Dalam 
perspektif ini, pengelolaan sampah yang semakin mengedepankan 
dimensi partisipasi masyarakat menjadi pekerjaan rumah mendesak. 
Tentu saja beralasan! Sebagaimana disinggung sebelumnya, 
persoalan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi satu aspek 
penting kompleksitas pengelolaan sampah selama ini. Dengan 
demikian, pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi opsi 
yang perlu digarap terutama di tingkat akar rumput. Kerangka 
hukum dan kelembagaan, mekanisme insentif dan disinsentif, dan 
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peran pemerintah daerah tentu saja menjadi sasaran yang perlu 
mendapatkan bobot kemauan politik yang memadai.  

Secara umum, pengelolaan sampah berbasis masyarakat 
adalah satu pendekatan yang menyasar partisipasi aktif masyarakat. 
Dalam perspektif ini, selain sebagai regulator, pemerintah dan 
pemangku kepentingan lain juga memfungsikan diri sebagai 
motivator dan fasilitator. Pendekatan ini dinilai efektif menjadi 
strategi pemberdayaan dan sekaligus peningkatan akses masyarakat 
atas sumber daya, terutama tanah, infrastruktur, dan layanan publik.  

Pesan penting dapat disarikan: peran masyarakat berbasis 
kesediaan dan kesukarelaan dapat mengubah pola perilaku kurang 
mendukung yang sedikit banyak telah embedded karena faktor-
faktor sosio-kultural dan struktural. Dengan demikian, internalisasi 
pola perilaku untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kasus 
ini menjadi kebutuhan praktis yang perlu didorong dan bahkan 
perlu dipaksakan secara struktural. Internalisasi untuk mendorong 
pemahaman dan pola pikir bahwa sampah tidak lagi dipandang 
sebagai limbah tidak berguna ansich! tetapi juga sebagai sumber 
daya ekonomis dan peluang lapangan kerja. Tentu saja, peran 
ketokohan sosial dan kelembagaan publik di tingkat akar rumput 
juga penting dalam kasus ini.  

Diakui internalisasi penguatan partisipasi masyarakat masih 
tunduk pada sejumlah faktor, merentang dari sisi tingkat ekonomi, 
pendidikan, kemampuan menyerap informasi, dukungan kebijakan, 
dan fasilitas pendukung lainnya. Namun demikian, seiring 
berjalannya waktu, konsistensi, dan kemauan politik yang kuat, 
penguatan partisipasi ini akan membawa hasil positif.  

Tulisan kelima berjudul “Implementasi Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga melalui Penguatan Regulasi”. Mendasarkan data 
statistik aktor produsen sampah yang dominan secara nasional, 
rumah tangga menjadi subyek bahasan yang tidak kalah menariknya. 
Dengan demikian, memusatkan kajian pada kepentingan penguatan 
regulasi yang menyasar jenis sampah ini tentu memiliki tingkat 
relevansi yang memadai.  

Sebagaimana diketahui, konsumsi pangan dan nonpangan 
sektor rumah tangga identik dengan penambahan timbulan sampah 
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, gaya hidup berikut 
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pola-pola perilakunya, plus masih rendahnya pemanfaatan ulang 
sampah. Akibatnya, volume sampah rumah tangga terus 
mendominasi. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 
(SIPSN) KLHK menunjukan volume sampah rumah tangga paling 
besar, yaitu 39,8%, disusul volume sampah perniagaan, 20,81% dan 
sampah pasar tradisional, 16,2%.  

Meminjam konsepsi Danusaputro (Akib, 2014) tentang 
‘hukum lingkungan modern’ sebagai satu pisau analisis pengelolaan 
sampah yang terintegratif dinilai penting untuk memperkuat arah 
politik pengelolaan sampah sebagaimana ditegaskan UU No. 18 
Tahun 2008. Pendek kata, pengelolaan sampah hasil usaha dari hulu 
sampai ke hilir ketika produk sudah digunakan, pada akhirnya harus 
dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Dalam proses 
bisnis ini, sampah akan semakin memposisikan dirinya sebagai 
sumber daya yang dapat men-generate nilai ekonomi, lingkungan, 
dan sosial; konsepsi yang secara kekinian dikenal sebagai model 
ekonomi sirkuler (Kementerian PPN/Bappenas, 2022; Lin, 2022). 

Diskursus akademik pengelolaan rumah tangga sebagai isu 
publik yang penting tentu saja menyasar pada sejumlah faktor 
penting yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan seluruh 
pemangku kepentingan utama. Argumennya, isu timbulan sampah 
rumah tangga melibatkan sejumlah faktor mendasar yang dalam 
pengelolaannya tidak hanya membutuhkan langkah-langkah 
struktural tetapi juga yang tidak kalang pentingnya perubahan pola 
pikir dan perilaku sosial. Sebuah studi bertajuk Food Loss and Waste 
2021 yang diulas kembali oleh Kriya dan Firmansyah (2022) 
memetakan sepuluh faktor pendorong utama terjadinya timbulan 
sampah rumah tangga yang memerlukan pendekatan luar biasa 
untuk memastikan ‘sumber daya ini’ dapat dikelola dengan baik 
dalam batas-batas misi pencapaian pembangunan berkelanjutan.  

Sebagaimana tulisan ini akan difokuskan pada aspek 
penguatan regulasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, aspek 
penguatan ini tentu saja diarahkan untuk memastikan bahwa upaya 
pengelolaan sampah rumah tangga secara terpadu dan inklusif dapat 
menghasilkan capaian yang lebih terukur. Capaian terukur tentu saja 
dalam upaya pengurangannya dari sejumlah aspek pembatasan 
timbulan, pendaurulangan, pemanfaatan kembali sampah, dan 
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penguatan, kalau tidak dapat disebut pemaksaan, serta kelembagaan 
insentif dan disinsentif dalam implementasinya. Selain upaya 
pengurangan sampah, berbicara penguatan regulasi tentu saja 
tertuju pada kebutuhan penguatan penegakkan hukum, yang secara 
khusus diarahkan untuk menyasar pengolahan sampah rumah 
tangga; merentang dari PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 
Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tangga, sampai pada regulasi turunan di tingkat 
kementerian teknis dan/atau pemerintah daerah. 

Bab terakhir, keenam, bertajuk “Urgensi Revisi Undang-
Undang Pengelolaan Sampah”. Tulisan ini menyoroti pemetaan arah 
kemauan politik dalam agenda revisi UU No. 18 Tahun 2008. 
Dianalisis dari sumber diskursus dan pandangan para pakar dalam 
siklus proses legislasi di DPR RI, analisis ini tentu saja dapat menjadi 
satu opsi rujukan yang cukup memadai. Dinamika siklis kebijakan 
publik, tentu saja menjadi lumrah jika agenda-setting revisi ini 
menjadi agenda formal Prolegnas 2019-2024; apalagi UU ini telah 
berjalan hampir satu setengah dekade.  

UU ini dinilai telah mengusung paradigma baru dalam 
pengelolaan sampah yang sifatnya holistik dari hulu, sejak sebelum 
sampah dihasilkan, hingga hilir yang kemudian dikembalikan ke 
media lingkungan secara aman. Kebaruan paradigma pengelolaan 
sampah ini mencakup pengurangan dan penanganan sampah. 
Pengurangan sampah memandang sampah sebagai sumber daya 
yang memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, penanganan sampah 
memandang TPA bukan lagi sebagai tempat ‘pembuangan’ akhir 
melainkan ‘pemrosesan’ akhir sehingga opsi pengurugan sampah 
menjadi opsi terakhir dalam alur pengelolaan sampah. 

Namun demikian, UU ini dianggap belum mampu mengelola 
persoalan persampahan secara optimal (Prasetiawan, 2022), 
merentang dari isu masih dominannya peran landfill sampai pada 
kecilnya dukungan anggaran publik khususnya dari pemerintah 
daerah. Implikasinya, pengelolaannya masih seadanya, kecilnya 
tingkat pengurangan sampah, dan skema landfill yang difungsikan 
secara open dumping. Dampak nyata dari kondisi ini tentu saja 



14 
 

bencana longsor di sejumlah TPA. Permasalahan ini semakin di-
frame sebagai persoalan kebijakan publik yang mendapatkan 
perhatian DPR RI. RUU tentang Perubahan atas UU Pengelolaan 
Sampah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) long 
list 2020-2024, dengan pengusul DPR RI dan DPD RI.  

Penguatan dukungan praktis-substantif atas kajian evaluatif 
terhadap implementasi UU ini bagi lembaga DPR menuju satu 
keputusan politik perlu atau tidaknya merevisinya, menjadi inti 
penting relevansi kajian ini. Analisis berbasis opini para pakar 
secara khusus disampaikan dalam forum RDPU DPR RI dan diskusi-
diskusi terkait lainnya dalam rangka revisi UU ini. Dimulai dengan 
pemetaan implementasi UU ini, pandangan pakar menegaskan 
bahwa pengelolaan sampah dalam UU ini telah menganut paradigma 
yang sejalan prinsip dan praktik pembangunan berkelanjutan. 
Paradigma ini kemudian diperkuat dengan regulasi turunan yang 
lebih terukur dan implementatif.  

Faktanya, data SIPSN KLHK, dihimpun dari 270 
kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan 
bahwa timbulan sampah di Indonesia masih menjadi isu penting 
secara nasional. Untuk sebagian, hal ini karena penanganan sampah 
masih sangat bergantung dengan keberadaan TPA yang 90% di 
antaranya masih dioperasikan secara open dumping. Gambaran ini 
memunculkan pertanyaan sejauh mana urgensi revisi UU ini. 
Pertama, UU ini dinilai cukup visioner. Persoalan keluaran 
implementasinya yang menjadikan UU ini dinilai belum membumi. 
Tidak hanya yang bersifat teknis tetapi juga filosofis, isu 
pelembagaan prinsip pencemar membayar, ‘polluter pays principle’ 
(PPP) masuk dalam diskursus filosofis ini. Kedua, isu pendanaan, 
khususnya di tingkat daerah. Isu mandatory spending dinilai menjadi 
opsi kebijakan afirmatif yang layak didorong. Ketiga, isu penegakkan 
hukum. Penegakan suatu instrumen ekonomi, misalnya, skema 
insentif atau disinsentif bagi orang-perorangan maupun korporasi 
dengan PPP sebagai satu mekanismenya (Azzahra, et.al., 2020), 
merefleksikan hal ini. Keempat, rasionalisasi tanggung jawab dan 
sanksi yang kurang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan 
pemerintah dengan konsekuensi sulit terukurnya capaian 
pengurangan sampah, terutama dari sektor informal. Penegasan 
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kembali secara spesifik peran pemerintah pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota, misalnya, merefleksikan urgensi persoalan ini. 
Terakhir, kelima, masalah kelembagaan. Dalam perspektif ini, isu 
tumpang tindih kewenangan, berikut penentuan leading sector 
menjadi mahfum di lapangan. Terlansirnya usulan kelembagaan 
otonom mencerminkan hal ini.  Aspek penting lainnya: pembahasan 
secara  lintas komisi atau di Baleg DPR RI menjadi usulan konstruktif 
di samping, tentu saja, ketepatan target waktu pembahasan 
Prolegnas. 
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EPILOG 
 
 

Mengkontekstualisasikan kedudukan UU Pengelolaan Sampah 
sebagai rujukan kebijakan dan kelembagaan nasional pengelolaan 
sampah secara nasional memunculkan optimisme baru dalam isu ini. 
Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka hukum dan kelembagaan 
pengelolaan sampah telah sejalan dengan konsepsi integrated 
sustainable waste management (ISWM). Hanya saja, dalam 
implementasinya, kerangka ini belum berjalan sebagaimana 
diharapkan sehingga tujuan perlindungan, khususnya kesehatan 
manusia dan lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber 
daya belum mengena. Hasil analisis ini dilandasi dengan situasi 
belum optimalnya peran setiap pemangku kepentingan utama dan 
dukungan anggaran publik. Di tingkat pusat, pada tahun 2018 
pemerintah hanya menganggarkan 1,1% dari total APBN. Kasus yang 
sama di tingkat daerah, anggaran tertinggi untuk pengelolaan 
sampah hanya 2,34%. Bahkan, ada daerah yang belum 
mengalokasikan sama sekali. Untuk menyasar sejumlah isu penting 
tersebut, kemauan politik di tingkat pusat dan daerah menjadi poin 
penting rekomendasi studi ini. Sejumlah isu tersebut mencakup 
kelembagaan EPR, peningkatan edukasi masyarakat, penyediaan 
infrastruktur pendukung untuk memfasilitasi partisipasi 
masyarakat, penegakan hukum, kemudahan proses perizinan atau 
investasi bagi swasta dalam pengolahan sampah dan daur ulang, dan 
pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.  

Hal yang sama hasil kajian tentang kebijakan hijau. 
Pendekatan kebijakan hijau dalam pengelolaan sampah sebenarnya 
telah terlembagakan ke dalam kebijakan strategi 3R dan karena itu 
pendekatan ini perlu diperkuat di tingkat akar rumput. Hasil ini 
tentu didukung dengan dominannya komposisi sampah rumah 
tangga atau sampah basah. Terlepas dari itu semua, untuk 
memastikan, pelembagaan pendekatan kebijakan hijau ini dapat 
mendorong keluaran yang lebih terukur, partisipasi aktif masyarakat 
menjadi poin penting. Secara praksis, untuk memperkuat 
dampaknya, kebijakan hijau ini dapat dilakukan dalam bentuk 
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internalisasi nilai-nilai baru dalam kegiatan bersih lingkungan di 
tingkat lokal yang lebih mengedepankan pendekatan terintegratif 
dalam pengelolaan sampah. Kemauan politik, khususnya pemerintah 
daerah menjadi satu agenda kebijakan publik yang perlu terus 
didorong sehingga mandat ratifikasi sejumlah instrumen hukum 
internasional dalam isu pengelolaan sampah dan pembangunan 
berkelanjutan secara umum dapat mengabdikan dirinya untuk 
pemenuhan kepentingan nasional. 

Hasil kajian tentang pendekatan EPR menegaskan bahwa 
penerapannya dalam pengelolaan sampah elektronik membentuk 
sebuah hubungan tata kelola publik-privat yang mutualistik. Melalui 
pendekatan ini, tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi 
wilayah pemerintah dan pembayar pajak, konsumen, dan produsen. 
Keterlibatan produsen pada upaya pengurangan dan penanganan 
sampah elektronik juga ditujukan untuk menciptakan sistem kontrol 
dalam persebaran sampah elektronik. Dengan demikian, sampah 
elektronik yang mengandung B3 dan butuh penanganan secara 
spesifik dapat meminimalkan dampak pencemaran terhadap 
lingkungan dan manusia. Sebagaimana terjadi di negara-negara 
berkembang, penerapan EPR mengalami sejumlah tantangan: 
keterlibatan sektor informal dalam persebaran, perilaku konsumen 
dalam pengelolaan jenis sampah ini, infrastruktur yang belum 
memadai dan belum terciptanya skema insentif, serta persoalan 
pengawasan pergerakan transnasional sampah elektronik selama 
ini. Untuk menuju ke sana, penyiapan regulasi turunan yang sifatnya 
spesifik diharapkan dapat merekonsiliasikan semua persoalan ini. 

Sejalan dengan hasil kajian bab-bab sebelumnya, 
meningkatnya timbunan sampah per tahun, menuntut penanganan 
sampah yang lebih baik. Serangkaian program pemerintah tidak 
akan berjalan dengan efektif tanpa mendapatkan dukungan dan 
partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi ini inti kajian tentang 
dimensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 
nasional. Penegasan ini me-refresh bahwa ‘kepemilikan’ masyarakat 
dalam isu pengelolaan sampah sebagai masalah kolektif menjadi 
satu kunci penting bersama-sama dengan faktor ekonomi, 
pendidikan, dan infrastruktur, dan dukungan kebijakan dan 
kelembagaan yang komprehensif. Segenap program publik berbasis 
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dukungan dan partisipasi di tingkat akar rumput menjadi dasar 
keberhasilan pengelolaan sampah secara nasional yang 
mencerminkan satu adagium think globaly and act locally menuju 
pembangunan berkelanjutan. 

Hasil kajian terkait isu penguatan regulasi menunjukkan 
bahwa penguatan regulasi kerangka dan kelembagaan UU 
pengelolaan sampah di tingkat mikro tidak hanya untuk memenuhi 
kebutuhan normatif tetapi juga untuk memastikan tujuan 
pengelolaan sampah secara nasional dapat tercapai. Hal ini 
mengimplikasikan pesan rekomendatif penting kajian ini bahwa 
penguatan regulasi untuk menyasar sampah rumah tangga secara 
khusus menjadi pekerjaan rumah penting. Hasil ini memiliki relasi 
yang kuat dengan misalnya, hasil studi tentang pentingnya 
dukungan daerah, khususnya dimensi anggaran, dalam pengelolaan 
sampah secara umum. Hal lain, penguatan regulasi turunan juga 
diarahkan untuk memberikan kepastian hukum pengelolaan sampah 
yang baik dan berwawasan lingkungan. Tentu tidak berhenti di sini. 
Konteks penguatan regulasi turut juga mengimplikasikan kebutuhan 
bagi penguatan internalisasi informasi tentang peningkatan 
pengelolaan sampah dan lingkungan melalui serangkaian aksi public 
relations khususnya yang menyasar secara langsung masyarakat di 
tingkat akar dan/atau badan hukum melalui beragam media secara 
berkesinambungan.  

Hasil analisis yang menyasar pada isu agenda revisi UU terkait 
menegaskan kembali muatan visionernya pengelolaan sampah 
secara nasional. Namun demikian, masih lebarnya kesenjangan di 
tingkat implementasi, diskursus penguatan beberapa aspek 
pengaturan revisi ke depan: pertama, isu kebutuhan pembiayaan 
afirmatif dan non-bujeter publik; kedua, rasionalisasi tanggung 
jawab pemerintah dan sanksi yang diterapkan; ketiga, penataan 
ulang kelembagaan dan kewenangan yang sifatnya spesifik untuk 
menjembatani sinergi dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan 
sampah nasional secara lintas K/L dan daerah; kempat, penguatan 
dukungan teknologi yang sesuai; dan terakhir, kebutuhan sasaran 
pengaturan revisi yang lebih menjangkau isu-isu mikro—redesain 
produk, daur ulang, dan input produk yang ramah lingkungan. 
Dalam dimensi yang lebih makro, proses pembahasan revisi dapat 
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didorong secara lintas komisi atau di Badan Legislasi. Catatan 
penting lain hasil studi ini: proses revisi yang lebih partisipatoris 
sebelum periode 2019-2024 berakhir juga menjadi reminder 
penting. 

Dengan semua peta persoalan berikut kompleksitasnya dan 
diskursus tuntutan pengelolaannya secara akademik dan praksis 
dari sisi pengarusutamaan opsi pendekatan atau kelembagaan 
tertentu seperti ISWM, kebijakan hijau, EPR, partisipasi masyarakat, 
dan aspek penguatan implementasi, sampai ada diskursus arah 
revisi UU tentang Pengelolaan Sampah, secara singkat dapat ditarik 
satu benang merah bahwa isu pengelolaan sampah secara kategoris 
dapat ditegaskan sebagai isu luar biasa.       

Sebagai isu kebijakan publik yang semakin ditempatkan 
sebagai persoalan luar biasa, persoalan pengelolaan sampah 
nasional akan semakin seksi dan menantang ke depan. Semakin seksi 
dan menantang karena proyeksi perkembangannya, jika 
implementasi kerangka kebijakan dan kelembagaan yang sejatinya 
telah bersifat visioner masih business as usual, apalagi jika tidak ada 
kebutuhan revisi, isu ini dapat menjadi persoalan yang memiliki efek 
bola salju secara sosial dan politik. Implikasinya, pendekatan 
implementasi penanganannya pun harus konkordan: pendekatan 
luar biasa.  

Sejumlah argumen akademis dan praksis melandasi penilaian 
ini. Pertama, tentu saja, seiring dengan perkembangan demografis 
dan mode atau gaya hidup, volume timbulan sampah akan terus 
bertambah menurut deret ukur. Tipisnya dikotomi antara desa dan 
kota, semakin blurred-nya kategori wilayah urban dan non-urban 
menjadi variabel penting dalam konteks ini. Pendek kata, berkah 
fasilitasi teknologi berikut akibatnya bagi setiap orang untuk 
mengakses pola-pola gaya hidup kolektif, khususnya dalam 
perspektif tingkat konsumsi, yang sama-sama berpotensi 
menghasilkan sampah yang sama tingginya dengan mereka di kota 
atau urban. Kedua, tingginya kesenjangan antara kinerja pengelolaan 
sampah dengan timbulan sampah yang dihasilkan per tahun. Tentu 
kita mafhum, pola perilaku masyarakat—kalau tidak dapat disebut 
‘subkultur’—yang kurang mendukung, lemahnya penegakkan 
hukum dan luasnya rentang kendali pusat turut berkontribusi 
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terhadap kesenjangan tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, politik 
pengelolaan sampah yang secara formal telah terdesentralisasikan, 
dalam praktiknya tata kelola, kelembagaan dan dukungan 
pendanaan di tingkat daerah justru belum sepenuhnya optimal. 
Ketiga, masih lemahnya dukungan kinerja kebijakan sektor terkait. 
Kebijakan pengarusutamaan ekonomi sirkuler misalnya, meskipun 
telah dilembagakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam 
kerangka kelembagaan RPJMN 2020-2024, dalam praktiknya, 
praktis baru dalam tahapan rintisan. Dinamika sosial-politik 
menjelang kontestasi politik di ranah eksekutif dan legislatif, 
penguatan konsolidasi proses pemindahan IKN, dan sejumlah 
agenda pembangunan nasional prioritas lainnya, secara kausal 
deterministik dapat berpotensi menggembosi kebijakan pilot 
ekonomi sirkuler yang diyakini menjadi instrumen penting 
pengelolaan sampah secara terpadu —lima sektor prioritas ekonomi 
sirkuler yang identik dengan potensi gunungan sampah: makanan 
dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan eceran dan grosir, 
serta perlengkapan elektronik. Keempat, faktor eksternalitas yang 
di-generate kebijakan nasional strategis lainnya. Satu kasus dapat 
dirujuk: kebijakan pembangkitan terbarukan. Agenda net-zero 
emission  nasional sampai tahun 2060 mengedepankan target 
pembangkitan terbarukan, khususnya tenaga surya dan angin 
mencapai 515 GW dari 708 GW atau 72,7% dari target 
pembangkitan nasional pada tahun 2060 (Indonesia. KESDM, 2023). 
Studi USAID (2021) menunjukkan sampai 2023, 14.000 pisau turbin 
dengan bobot kira-kira 50.000 tons akan dipensiunkan. Skenario 
proyeksi yang sama panel surya: potensi 10 juta ton/tahun sampah 
sampai 2050. Selain itu, potensi sampah baterai dan kendaraan 
listrik diperkirakan mencapai 2 juta ton/tahun pada 2030. 
Menghitung potensi sampah PLTS dan PLTB global sebagai patokan, 
rencana pengembangan PLTB sebesar 0,6 GW pada tahun 2030 
(Indonesia. KESDM, 2022), proses decommisioning diproyeksikan 
akan menghasilkan 295 ton limbah turbin. Sementara itu, 
pembangkitan PLTS kira-kira 270 GW (Indonesia. KESDM, 2023) 
diperkirakan akan menghasilkan 0,47 ton/tahun limbah panel surya 
pada tahun 2050. Data ini menyiratkan bahwa dua kebijakan yang 
secara normatif memiliki tujuan strategis secara sosio-ekonomis dan 
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lingkungan terbukti tidak mutually exclusive. Kelima, dinamika revisi 
undang-undang. Tidak masuknya revisi UU No. 18 Tahun 2008 
sebagai RUU prioritas tahunan Prolegnas 2023 memunculkan 
penafsiran kurang kuatnya bobot kepentingan politik pemerintah. 
Tentu saja, tahun 2024 masih menyisakan ruang optimisme. Hanya 
saja, limbungnya hajatan politik nasional dan besarnya potensi 
passed through RUU Prioritas 2023 yang tidak tergarap di tahun ini, 
tetap menjadi konsen kita bersama.     

Terlepas dari analisis singkat ini, seluruh hasil kajian dalam 
buku ini tetap menawarkan diskursus akademik dan, yang lebih 
penting, opsi kebijakan atau minimal penguatan agenda-setting 
proses kebijakan pengelolaan sampah ke depan yang dibutuhkan 
pemangku kepentingan utama, kelembagaan DPR RI. Di sinilah, 
barangkali nilai kredit buku ini ditemukan. Sejumlah isu bisa jadi 
belum semua tercakup secara keseluruhan. Namun demikian, 
sebagai sebuah academic exercise, pemetaan persoalan kebijakan 
pengelolaan sampah berikut opsi usulan pemecahannya tetap 
menjadi bekal penting untuk mendukung kinerja ranah keahlian 
secara kelembagaan.  
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